LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA by CAHYANINGRUM, NADYA
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA 
SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN 











Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) 
FAKULTAS EKONOMI 





Dengan memanjatkan puji dan syukur  kehadirat Allah SWT, atas 
segala rahmat dan karunia-Nya pada praktikan, akhirnya praktikan dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Laporan 
ini disusun berdasarkan hasil praktik sejak 23 Juli 2018 sampai 21 
September 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana 
Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diselesaikan berkat dukungan 
dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, praktikan 
berterimakasih kepada semua pihak secara langsung dan tidak langsung 
memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Secara khusus 
pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Ayah dan Ibu yang telah membantu dan mendampingi selama 
penyusunan laporan ini. 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas 
Universitas Negeri Jakarta. 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua 
Program Studi S1 Akutansi, Universitas Negeri Jakarta. 
4. Diah Armeliza,S.E., M,Ak. selaku dosen pembimbing PKL yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam
iv 
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan serta telah meluangkan 
waktu untuk penulis dalam membantu menyelesaikan laporan PKL ini. 
5. Adam Zakaria, S.E., Akt., M.SI., Ph.D selaku ketua penguji sidang 
Laporan Praktik Kerja Lapangan. 
6. Tri Hesti Utaminingtyas, S.E., M.SA. selaku penguji ahli sidang 
Laporan Praktik Kerja Lapangan. 
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
telah memberi dukungan dan bimbingan kepada praktikan. 
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan staf BAAK Universitas 
Negeri Jakarta. 
9. Ichwan Prasetyo,S.H., MM. selaku Kepala Subbagian Akuntansi 
Pelaporan Keuangan II sekaligus pembimbing praktikan selama masa 
Praktik Kerja Lapangan. 
10. Seluruh karyawan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
11. Teman S1 Akuntansi A 2015 yang telah membantu berjalannya 
Laporan Praktik Kerja Lapagan ini. 
Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan untuk itu 
diharapkan tanggapan dan masukan berbagai pihak sebagai bahan 
perbaikan. 
       Jakarta, Januari 2019 





LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................  ii 
KATA PENGANTAR ....................................................................................  iii 
DAFTAR ISI  ..................................................................................................  v 
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  vii 
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  viii 
BAB  I  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang PKL  ................................................................  1 
B. Maksud dan Tujuan PKL .........................................................  3 
C. Kegunaan PKL  ........................................................................  4 
D. Tempat PKL .............................................................................  5 
E. Jadwal Waktu PKL ...................................................................  6 
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah ......................................................................................  8 
B. Struktur Organisasi ...................................................................  11 
C. Kegiatan Umum........................................................................  15 
BAB III  PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja  ............................................................................  26 
B. Pelaksanaan Kerja  ...................................................................  27 
C. Kendala Yang Dihadapi  ..........................................................  38 
D. Cara Mengatasi Kendala ..........................................................  38 
 vi 
BAB IV KESIMPULAN 
A. Kesimpulan ...............................................................................  40 
B. Saran .........................................................................................  41 
DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  43 










Lampiran 1 Surat Permohonan PKL ................................................................  44 
Lampiran 2 Surat Balasan atas Permohonan PKL ...........................................  45 
Lampiran 3 Absen Harian Praktik Kerja Lapangan .........................................  46 
Lampiran 4 Penilaian PKL ...............................................................................  49 
Lampiran 5 Log Harian ....................................................................................  50 
Lampiran 6 Logo Kemendikbud ......................................................................  54 
Lampiran 7 Struktur Organisasi Kemendikbud ...............................................  55 
Lampiran 8 CALK Yang Telah Dicek .............................................................  56 
Lampiran 9 Monitoring Laporan Keuangan ....................................................  57 
Lampiran 10 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Semester 1 ....  58 
Lampiran 11 Surat Perintah Pencairan Dana ...................................................  59 
Lampiran 12 Input SP2D pada Aplikasi SAIBA .............................................  62 
Lampiran 13 Berita Acara Rekonsiliasi ...........................................................  64 
Lampiran 14 Rapat Dalam Kantor ...................................................................  67 




A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia dimulai pada 
tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt 
yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan ekonomi meningkat cepat selama 
tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Peningkatan kegiatan ekonomi 
mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan yang sangat 
kompeten, terlebih lagi saat ini akuntansi sudah semakin berkembang dengan 
seiring berkembangnya teknologi. Sejak 2016 penyusunan laporan keuangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah 
menggunakan sistem  akuntansi SAIBA. Dalam Kemendibud laporan 
keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban satuan kerja atas 
pelaksanaan APBN. Maka dari itu Kemendikbud membutuhkan Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) untuk membantu dalam hal 
pemantauan, penyusunan, dan pengelolaan laporan keuangan.             
Seiring berkembangnya zaman, mahasiswa dituntut untuk siap dalam 
menghadapi dunia kerja setelah mereka lulus dari perkuliahan. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti para 
mahasiswa untuk turun langsung melihat ke lapangan tentang bagaimana 
dunia kerja dan industri yang sebenarnya dan tidak dapat dijumpai di kampus. 
Sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan gambaran dunia kerja dan 
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pengalaman baru yang dapat berguna kedepannya. Dengan melihat langsung 
dilapangan tentu saja akan memberikan perngaruh yang berbeda dengan hanya 
belajar teori di kelas. 
Pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang tinggi dalam bekerja 
merupakan syarat utama untuk memasuki dunia kerja. Untuk menghadapi 
situasi seperti ini, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diharapkan mampu 
menghasilkan lulusan berkualitas yang mempunyai bekal pengetahuan dan 
wawasan luas, serta memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh UNJ adalah dengan 
melakukan program PKL sesuai dengan bidang studi yang ditempuh. Program 
PKL memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 
mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan kerja. Hal ini 
sebagai upaya program studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki 
dunia kerja. 
Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, 
terorganisir, tanggap terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi baik 
dengan karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 
keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung jawab.  
Oleh karena itu, praktikan melakukan PKL pada Subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan di Kemendikbud untuk menambah pengalaman dan 
mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dalam 
pemerintahan khususnya Kemendikbud. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud PKL 
a. Memenuhi persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana 
ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mempersiapkan praktikan sebagai calon tenaga kerja yang profesional, 
jujur, bertanggung jawab, dan siap menghadapi persaingan dunia kerja. 
c. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi praktikan 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
d. Dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di 
dunia kerja salah satunya yaitu memperkenalkan kerja sama dalam 
dunia kerja, rasa tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa, dan 
solusi atas pengambilan keputusan permasalahan-permasalahan. 
2. Tujuan PKL 
a. Terpenuhinya mata kuliah PKL sebagai syarat kelulusan. 
b. Mengimplementasikan ilmu yang sudah  didapat mahasiswa selama 
duduk di perkuliahan baik secara teori maupun praktik. 
c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat 
mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan 
memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaan. 
d. Memperoleh ilmu tentang bagaimana pembuatan laporan keuangan 
dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Setelah melaksanakan PKL dalam kurun waktu yang cukup lama tentu 
ada banyak hal yang diperoleh oleh praktikan, tidak hanya bagi pribadi namun 
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ada kegunaan yang dapat diperoleh juga bagi pihak lain yang terlibat di 
dalamnya, antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah didapat selama duduk di 
bangku kuliah. 
b. Menambah wawasan dunia kerja khususnya di bidang akuntansi 
pemerintahan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan 
lapangan kerja. 
c. Belajar mengenai dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-
unit kerja baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 
2. Bagi Instansi Pemeerintah, BUMN, dan Perusahaan Swasta 
a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 
pekerjaan operasional karyawan yang terkait, serta praktikan dapat 
membantu merekap hasil data yang diperlukan. 
b. Kemungkinan menjalin hubugan yang teratur, baik, dan dinamis antara 
instansi pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua 
belah pihak. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 




b. Menciptakan relasi yang baik dengan instansi terkait agar lulusan 
menjadi lebih dikenal dalam dunia kerja ketika melakukan pelaksanaan 
PKL dengan performa yang baik. 
c. Memiliki sarana untuk terus mempersiapkan lulusan yang mampu 
bersaing dengan kondisi dunia kerja dari waktu ke waktu. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi 
pemerintahan yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. Praktikan memilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak tentang akuntansi 
pemerintahan terutama pada tahapan pembuatan laporan keuangan. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terletak di posisi yang strategis 
dan mudah dijangkau dengan transportasi umum oleh praktikan. Berikut data 
kementerian yang dimaksud: 
nama instansi :   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   
Republik Indonesia 
satuan kerja :   Biro Keuangan Subbagian Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan II  
alamat  :   Kompleks Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, Gedung C, Jalan Jendral Sudirman,   
Senayan, Jakarta 10270 
telepon   :   (021) 5711144 
website   :   https://kemdikbud.go.id  
e-mail   :   pengaduan@kemendibud.go.id  
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II, 
praktikan melaksanakan  PKL sejak 23 Juli 2018 sampai dengan 21 September 
2018. Jam kerja kantor yaitu pukul 08.00-16.00 WIB pada hari Senin-Kamis, 
dan pukul 08.00-16.30 pada hari Jumat. Waktu yang cukup untuk menjalankan 
proses PKL karena dilaksanakan ketika libur masa perkuliahan, sehingga tidak 
mengganggu kegiatan perkuliahan. Berikut adalah perincian tahap 
pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan 
Dimulai saat liburan semester 5 pratikan mencari-cari tempat PKL 
yang dapat menerima praktikan pada tempat yang sesuai dengan jurusan 
di kampus. Setelah menemukan tempat untuk PKL, praktikan mengurus 
pembuatan surat permohonan PKL di Gedung R yang selanjutnya akan 
ditandatangani oleh Bu Ulupui selaku Kaprodi S1 Akuntansi FE UNJ dan 
di cap kembali di Gedung R, setelah itu surat diberikan kepada Biro 
Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada 
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Surat yang sudah jadi akan di foto copy dan di legalisir 
sebelum surat diberikan kepada Kepala Biro Keuangan Kemendikbud. 
2. Tahap Pelaksaan 
Praktikan memulai PKL di Subbagian Akuntansi Pelaporan 
Keuangan II Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 23 Juli 2018 dan berakhir pada 
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21 September 2018. Dilaksanakan selama 42 hari. Jam kerja berlaku 
pukul 08.00-16.00 untuk hari Senin- Kamis, sementara untuk hari Jumat 
pukul 08.00-16.30. Namun jam kerja ini tidak berlaku ketika praktikan 
menjalani melaksanakan dinas luar kota atau rapat dalam kantor. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan melakukan penyusunan Laporan PKL untuk 
menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program 
Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Praktikan telah mengumpulkan data-data dan bahan yang 
dibutuhkan untuk menyusun laporan PKL sejak pelaksanaan PKL 
dimulai. Sementara laporan ini dibuat sejak bulan Agustus 2018 sampai 
dengan bulan Desember 2018. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN   
A. Sejarah  
Sejarah awal berdirinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dapat dikatakan bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Pada masa 
kemerdekaan, para Bapak Bangsa membentuk berbagai kementerian termasuk 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian utama dari 
perangkat pemerintahan nasional. Sebelum terbentuknya nama Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012, kementerian ini mengalami 
beberapa kali pergantian nama dan kabinet. 
Pada awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1950. Dimasa 
prakemerdekaan pendidikan bukanlah untuk mencerdaskan masyarakat, 
namun untuk memenuhi kepentingan kolonial penjajah. Organisasi 
kementerian pada saat itu bernama Kementerian Pengajaran.  Ki Hajar 
Dewantara ditunjuk sebagai menteri pengajaran yang pertama dalam sejarah 
Republik Indonesia, lalu digantikan oleh Mr. Mulia pada Kabinet Syahrir I.  
Berganti pada kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat oleh 
Muhammad Sjafei, dan di tahun 1947 Mr. Soewandi menjabat sebagai 
Menteri Pengajaran. Pada masa jabatan Mr. Soewandi, ia membentuk sebuah 
panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh  Ki 




Kemendikbud mengalami beberapa kali pergantian kabinet selama 
masa demokrasi liberal sejak tahun 1951 sampai dengan 1959. Kabinet Natsir 
yang terbentuk pada tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan 
sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Pada 
April 1951, Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang memilih Mr. 
Wongsonegoro sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.  
Mengakhiri era demokrasi parlementer, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
digantikan era demokrasi terpimpin. Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 
Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda, kementerian 
yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda 
Bidang Sosial Kulturil dipimpin oleh Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K 
dipimpin oleh Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat 
dipimpin oleh Sujono. 
Pada era baru yang dipimpin oleh Pesiden Soeharto, keluarlah 
beberapa kebijakan bagi siswa/i pendidik di Indonesia seperti kewajiban 
penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) bagi peserta 
didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan bahasa 
indonesia yang disempurnakan EYD, Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk 
mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. 
Pada era orde baru ini menteri pendidikan dan kebudayaan ini adalah 
Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, 
Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar. 
10 
 
Saat Indonesia mengalami krisis politik yang terjadi pada tahun 1998, 
Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan 
Nasional dengan Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. 
Pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. 
Mohammad Nuh. Di tahun 2011, istilah departemen diganti menjadi 
Kementerian dan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan disatukan kembali pada 
tahun 2012 menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan 
pendidikan di era reformasi antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain. 
1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2015, 
serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ditetapkan Visi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yaitu: 
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem dan Kebudayaan yang 
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. 
2. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat. 
b. Mewujudkan akses yang meluas dan merata. 
c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu. 
d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangkan bahasa. 
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e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas 
birokrasi dan perlibatan publik. 
3. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
a. Penigkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. 
b. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu. 
c. Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan 
relevan dengan kebutuhan masyarkat. 
d. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat. 
e. Penigkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang 
berorientasi pada pembentukan karakter. 
f. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta 
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 
g. Peningkatan jati diri bansa melalui pelestarian dan diplomasi 
kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. 
h. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan 
melibatkan publik.. 
        
B. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai penentu dari pembagian dan 
pengelompokan pekerjaan secara formal. Dalam struktur organisasi terdapat 
hubungan antar divisi yang ada di dalamnya, dan didalam semua divisi 
tersebut terdapat adanya saling ketergantungan. Dimana masing-masing dari 
komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang pada 
akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Dan 
12 
 
hal ini berlaku dalam instansi pemerintah maupun sektor swasta yang salah 
satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
Dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, Menteri Kemendikbud dibantu oleh empat staf ahli 
menteri. Menteri Kemendikbud juga membawahi langsung Inspektoral 
Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat 
Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 
Praktikan memiliki kesempatan untuk melaksanakan PKL di Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kemendikbud pada 
Subbagian Akutansi dan Pelaporan Keuangan II. Sekretariat Jenderal 
Kemendikbud sendiri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unit organisasi di Kemendikbud. 
Sekretariat Jenderal Kemendikbud memiliki berbagai biro seperti Biro 
Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro 
Kepegawaain, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Komunikasi dan Layanan 
Masyarakat, dan Biro Umum untuk menjalankan tugas pokok yang ada. 
13 
 
Praktikan melaksanakan PKL pada Biro Keuangan pada Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II. Adapun struktur organisasi dalam 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut: 
      Gambar II. 1 Struktur Organisasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan 
 
a. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan    
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki 
posisi tertinggi dan bertindak sebagai pemimpin pada bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan. Tugas dari kepala bagian, memberikan kuasa 
atas segala surat maupun proposal, memimpin jalannya rapat, 
bertanggung jawab langsung pada biro keuangan dan sebagai pengambil 
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keputusan penting agar bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat 
bekerja secara baik, efektif dan efisien. 
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas 
melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan 
pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan 
anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan 
bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai 
tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan 
pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan 
anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan 
bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat. 
d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas 
melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan 
pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan 
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anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan 
bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan, Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal. 
C. Kegiatan Umum 
Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
11 tahun 2018 Pasal 35, bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan akuntansi, 
penyusunan laporan keuangan, dan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh APK adalah: 
1. Melaksanakan penyusunan program kerja bagian; 
2. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
3. Melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan sistem 
akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
4. Melaksanakan verifikasi dan analisa data pelaporan keuangan di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
5. Melaksanakan perhitungan dan analisis realisasi anggaran Kemendikbud, 




6. Melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan Kemendikbud baik 
internal maupun eksternal; 
7. Melaksanakan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
8. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran Eselon 1 Sekretariat Jenderal, Unit Pembantu Pengguna 
Anggaran Wilayah DKI Jakarta, dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran; 
9. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan keuangan di 
lingkungan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
10. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaporan 
keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
11. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan laporan keuangan di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
12. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
13. Melaksanakan penyusunan usulan rencana dan realisasi penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
14. Melaksanakan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
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15. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi realisasi 
penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
16. Melaksanakan pembinaan pengelolaan utang, piutang, dan hibah di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
17. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; 
18. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian. 
APK sendiri terbagi atas tiga subbagian dimana ketiganya memiliki 
tugas yang berbeda, antara lain: 
1. Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 
a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep 
program kerja Bagian; 
b. Melakukan penyusunan bahan pembinanaan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan; 
c. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi 
keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan; 
d. Melakukan verifikasi dan analisa  data pelaporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
18 
 
e. Melakukan  perhitungan dan analisis realisasi anggaran Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan; 
f. Melakukan penyusunan bahan rekonsiliasi data laporan keungan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
g. Melakukan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
h. Melakukan penyusunan konsep laporan keuangan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Unit Akuntansi 
Pengguna Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
i. Melakukan penyusunan bahan tindak lanjut laporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
j. Melakukan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaporan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
k. Melakukan penyusunan bahan pemantauan pelaksanaan pelaporan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
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l. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan; 
m. Melakukan penyusunan bahan usulan rencana dan realisasi 
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan; 
n. Melakukan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
o. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi realisasi 
penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan; 
p. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan utang, 
piutang, dan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan; 
q. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; 





2. Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 
a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian; 
b. Melakukan penyusunan bahan pembinanaan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, 
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
c. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi 
keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat 
Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
d. Melakukan verifikasi dan analisa  data pelaporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
e. Melakukan  perhitungan dan analisis realisasi anggaran di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
f. Melakukan penyusunan bahan rekonsiliasi data laporan keungan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
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g. Melakukan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
h. Melakukan penyusunan konsep laporan keuangan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
i. Melakukan penyusunan bahan tindak lanjut laporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
j. Melakukan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaporan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan 
Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
k. Melakukan penyusunan bahan pemantauan pelaksanaan pelaporan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan 
Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
l. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
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Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, 
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
m. Melakukan penyusunan bahan usulan rencana dan realisasi 
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat 
Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
n. Melakukan penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
o. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi realisasi 
penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-
Pusat; 
p. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan utang, 
piutang, dan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, 
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat; 
q. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 
r. Melakukan penyusunan laporan Subbagian. 
3. Tugas Subb  agian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III 
a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian; 
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b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat 
Jenderal; 
c. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi 
keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan 
Inspektorat Jenderal; 
d. Melakukan verifikasi dan analisa  data pelaporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
e. Melakukan  perhitungan dan analisis realisasi anggaran di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
f. Melakukan penyusunan bahan rekonsiliasi data laporan keungan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
g. Melakukan evaluasi laporan keuangan unit akuntansi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
h. Melakukan penyusunan konsep laporan keuangan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
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i. Melakukan penyusunan bahan tindak lanjut laporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
j. Melakukan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaporan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
k. Melakukan penyusunan bahan pemantauan pelaksanaan pelaporan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
l. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat 
Jenderal; 
m. Melakukan penyusunan bahan usulan rencana dan realisasi 
penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan 
Inspektorat Jenderal; 
n. Melakukan penyusunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal; 
o. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi realisasi 
penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat 
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Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
dan Inspektorat Jenderal; 
p. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan utang, 
piutang, dan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat 
Jenderal; 
q. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 
r. Melakukan penyusunan laporan Subbagian. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
memiliki fungsi: 
1. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di 
lingkugan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
2. Pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan sistem akutansi, dan 
pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
3. Pelaksanaan verifikasi dokumen anggaran Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
4. Pelaksanaan perhitungan anggaran Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
5. Penysunan neraca anggaran dan laporan keuangan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
A. Bidang Kerja 
Praktikan mendapat kesempatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang 
bertempat di Gedung C Kemendikbud, Senayan. Selama 42 hari pelaksanaan 
PKL, praktikan ditempatkan di Biro Keuangan pada Subbagian Akuntansi 
Pelaporan Keuangan II.  
Lingkup tugas dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini mencakup 
penyusunan, pengembangan sistem akuntansi, verifikasi dan analisa data, 
menghitung dan analisis realisasi anggaran, rekonsiliasi data laporan 
keuangan, evaluasi laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, 
pemantauan pelaksanaan laporan keuangan, penyusunan bahan pembinaan 
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, penyusunan usulan rencana dan 
realisasi penerimaan negara bukan pajak, dan lain sebagainya. 
Unit yang dipimpin oleh Bapak Faisal Syahrul sebagai Kepala 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam pelaksanaannya praktikan 
dipercaya untuk membantu dalam Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan II yang bertugas mengurus laporan keuangan satuan tugas wilayah 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat 
27 
 
sampai dengan dilibatkan dalam revisi pedoman akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan Kemendikbud dan juga pedoman hibah.  
Berikut garis berat tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
pelaksanaan PKL: 
1. Melakukan pengecekan CALK laporan keuangan semester 1. 
2. Menginput SP2D dalam SAIBA. 
3. Melakukan Monitoring Laporan Keuangan. 
4. Rekonsiliasi terhadap laporan keuangan.  
5. Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) untuk membahas revisi pedoman 
penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP terhadap hibah sebagai 
operator. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mengantarkan surat permohonan PKL ke Tata Usaha Biro 
Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang 
berada di latai 9 gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia dan diberikan kabar bahwa praktikan dapat melaksanakan PKL di 
Kemendikbud sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat permohonan.  
Praktikan memulai PKL pada Senin, 23 Juli 2018. Dihari pertama 
praktikan menuju lantai 9 bagian Tata Usaha di Biro Keuangan untuk 
menemui kepala tata usaha dan selanjutnya diarahkan ke lantai 8 bagian 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di lantai 8 ini praktikan diberitahukan 
penempatan selama PKL yaitu di subbagian Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan II yang selanjutnya diberikan arahan awal terkait tata tertib yang 
berlaku dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
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Indonesia. Dilanjutkan dengan diberikan arahan mengenai pekerjaan-
pekerjaan yang akan dijalankan oleh praktikan selama 2 bulan melakukan 
PKL di unit tersebut. Sejak memulai PKL hingga berakhirnya masa PKL pada 
21 September 2018, praktikan selalu mendapat bimbingan yang baik oleh para 
pegawai yang berada di unit ini. 
Berikut penjelasan secara lebih rinci terkait dengan tugas yang diberikan 
kepada praktikan selama melaksanakan PKL: 
1. Melakukan Pengecekan CALK Laporan Keuangan Semester 1 
Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari pengelolaan 
anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban satuan kerja atas 
pelaksanaan APBN. Laporan yang disusun berdasarkan pada data dari 
berbagai satuan kerja di daerah yang berada Indonesia yang 
digabungkan menjadi satu laporan. Sistematika penyusunan laporan 
keuangan yang dilakukan oleh Kemendikbud atau pemerintah lainnya 
sama dengan laporan keuangan pada perusahaan swasta, namun pada 
laporan keuangan Kemendikbud tidak laporan laba rugi melainkan 
adanya laporan operasional. 
Menurut Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Berdasarkan SAP di Lingkungan Kemendikbud 2017, 
komponen laporan keuangan Kemendikbud terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA berisikan informasi berupa perbedaan antara 
anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk 
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mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas 
penggunaan anggarannya dalam satu periode. Dalam LRA ini dapat 
menyajikan pendapatan, pembiayaan, belanja, dan transfer.  
b. Neraca     
Neraca dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah 
yang menyajikan kas, investasi, aset negara, dan utang yang 
dimiliki oleh pemerintah. 
c. Laporan Operasional (LO) 
LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya 
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan dikelola oleh 
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah dalam satu periode. LO menyajikan berbagai unsur 
pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasi. 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LRE) 
LRE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan 
periode sebelumnya. 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
CALK memuat pengungkapan dan penjelasan pos-pos yang 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, 
Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas sehingga pengguna laporan 
keuangan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap atas 
laporan keuangan entitas akuntansi berdasarkan SAP. Informasi 
dalam CALK terutama mencakup informasi singkat tentang entitas 
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akuntansi, kebijakan akuntansi yang mendasari penyajian laporan 
keuangan, serta pengungkapan informasi penting dan penjelasan 
rinci atas pos-pos laporan keuangan serta informasi lain yang harus 
diungkapkan. 
Praktikan diberikan tugas untuk membandingkan laporan 
keuangan, yaitu antara CALK dan komponen laporan keuangan lainnya. 
Membandingkan laporan keuangan ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa angka dan huruf sudah sesuai atau tepat sebelum laporan 
keuangan tersebut disampaikan ke pihak  Inspektorat Jenderal. 
Adapun langkah dalam membandingkan CALK sebagai berikut: 
1. Praktikan diberikan tugas mengecek laporan keuangan. Staf APK II 
memberikan praktikan CALK dan juga komponen laporan 
keuangan yang akan dibandingkan. 
2. Praktikan mengecek CALK dan komponen-komponen laporan 
keuangan lain. 
3. Apabila terdapat perbedaan atau kesalahan penulisan maka 
praktikan akan menandai bagian yang salah dan menuliskan angka 
atau huruf yang benar. 
4. Setelah dirasa sudah tidak ada yang salah, maka praktikan akan 
memberikan CALK dan komponen-komponen laporan keuangan 
lainnya kepada staf APK II. 
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5. Staf APK memperbaiki laporan keuangan semester 1 yang 
selanjutnya dicetak dan diberikan kepada Inspektorat  Jenderal 
selaku pengawas. 
Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 8 halaman 57. 
2. Meng-input SP2D pada SAIBA 
Dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia terdapat 3 tahapan sebelum menyusun laporan keuangan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan tanggung jawab.  
Ditahapan awal yaitu perencanaan unit Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan akan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Lembaga (RKAKL) yang akan menghasilkan dokumen Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dasar pelaksanaan 
anggaran yang dibuat oleh satker setiap unit yang akan disahkan oleh 
menteri keuangan sebelum di-upload kedalam Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (SPAN). Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan 
atau dapat dikatakan sebagai tahapan pencairan dana. Dalam tahapan ini 
DIPA yang telah dibuat di-upload kedalam SPAN. Selain itu, biro 
keuangan juga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 
Perintah Membayar (SPM) yang berisikan rincian keuangan. Jika SPP 
dan SPM disetujui oleh menteri keuangan, maka SPP dan SPM akan 
digantikan menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D)  merupakan surat perintah yang 
diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk 
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pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah 
Membayar (SPM). SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN ini yang 
akan di-upload ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis 
Akrual (SAIBA) dan akan menghasilkan laporan keuangan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban.  
Sebagai tahapan pelaporan dan tanggung jawab praktikan 
diminta untuk menginput data SP2D ke dalam aplikasi SAIBA. Ada pun 
langkah dalam menginput data di SAIBA sebagai berikut: 
1. Isi username dan password. 
2. Ubah tahun data yang ingin di input. 
3. Pilih akun yang akan di input. 
4. Isi tanggal pembayaran yang tertera dalam SP2D. 
5. Isi tanggal dan nomor SPM. 
6. Isi tanggal dan nomor SP2D. 
7. Isi Nomor Transaksi Bank (NTB). 
8. Isi kode KPPN. 
9. Isi Nomor Transaksi Penerimaan Negara. 
10. Isi nominal yang tertera dalam SP2D. 
11. Klik simpan jika data sudah lengkap. 
Bukti pekerjaan terdapat dalam lampiran 11 dan 12 pada 





3. Melakukan Monitoring Laporan Keuangan 
Aplikasi  Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan (MoLK SIMKeu) merupakan aplikasi yang 
mampu menghubungkan satker-satker di lingkungan Kemendikbud 
secara online dan real time. MoLK dapat menampilkan realisasi 
pencapaian fisik dan laporan keuangan secara online. Dengan 
memaanfatkan aplikasi MoLK SIMKeu ini kita dapat memonitor 
pelaksaan anggaran pada unit kerja.  
Dari MoLK ini kita dapat mengetahui pencapaian realiasasi 
aggaran yang dijalankan setiap satker pada Kemendikbud. Tidak hanya 
mengetahui pencapaian realisasi anggaran, namun juga MoLK 
menampilkan satker kota mana yang belum atau telat dalam mengupload 
laporan keuangannya. Bila ada satker yang diketahui sudah lama tidak 
aktif maka pihak Kemendikbud akan mencari tahu mengapa satker kota 
tersebut tidak aktif.  
Ada pun langkah dalam melakukan Monitoring Laporan 
Keuangan sebagai berikut 
1. Buka website http://molk.kemdikbud.go.id/. 
2. Pilih tahun anggaran. 
3. Log in dengan memasukan username dan password. 
4. Pilih laporan keuangan. 
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5. Pilih realisasi aggaran, maka akan keluar grafik rencana dan 
realisasi penyerapan atau dan juga tabel yang menujukan apakah 
satker tersebut sudah meng-upload  laporan keuangannya.  
6. Apabila terdapat satker yang belum meng-upload laporan 
keuangannya melewati batas waktu yang ditentuan, maka staf APK 
II akan menghubungi satker tersebut. 
7. Hasil upload laporan setiap satker akan digunakan untuk membuat 
laporan keuangan. 
Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 9 pada halaman 58. 
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan 
Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi 
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem yang berbeda 
berdasarkan dokumen sumber yang sama, sistem tersebut seperti DIPA 
dan SAIBA. Rekonsiliasi dilakukan antara Satuan Kerja dan Kantor 
Pelayanan Pembayaran Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan 
dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dengan 
tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Laporan yang 
disajikan harus ada kecocokan dengan hasil laporan kementrian 
keuangan sehingga harus dilakukannya rekonsiliasi. Sebelum adanya e-
Rekon ini untuk melakukan rekonsiliasi masih menggunakan cara 
manual dengan mendatangi langsung KPPN, namun saat ini untuk 
melakukan rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
e-Rekon. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi 
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(BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi 
atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi yang menangani 
Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.  
Praktikan diminta melakukan rekonsiliasi ini untuk melihat 
apakah terdapat selisih antara pencatatan yang dilakukan KPPN dengan 
Kemendikbud. Maka dilakukannya rekonsiliasi ini untuk menemukan 
adanya selisih atau perberdaan pencatatan.  
Adapun proses rekonsiliasi tersebut sebagai berikut:  
1. Satuan kerja melakukan rekonsiliasi data SAI  dengan data SIAP. 
2. Satuan kerja upload data kiriman dari SAIBA ke e-Rekon. 
3. E-Rekon dilakukan secara otomatis oleh sistem. 
4. Satuan kerja dapat mendownload hasil rekonsiliasi untuk melihat 
hasil. 
5. Apabila hasil rekonsiliasi sudah keluar, maka praktikan akan 
memberikan BAR kepada staf APK. 
6. Dari hasil tersebut digunakan untuk melihat apakah terdapat 
perbedaan antara pencatatan KPPN dengan yang dicatat oleh 
Kemendibud.  
7. Jika hasil rekon telah sesuai, KPPN akan melakukan approval 
hingga ada BAR terbit, bila terdapat selisih satuan kerja dapat 
melakukan perbaikan dan upload kembali SAIBA yang telah 
diperbaiki ke e-Rekon. 




5. Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) untuk Membahas Revisi 
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 
Terhadap Hibah Sebagai Operator 
Dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia terdapat sebuah pedoman untuk 
dijadikan sebuah acuan bagi para pegawai yang bertugas menyusun 
laporan keuangan pada unit akuntansi atau satuan kerja yang berada di 
lingkungan Kemendikbud dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya. 
Tujuan dari diadakannya pembahasan revisi terhadap pedoman 
penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP terhadap hibah ini 
adalah untuk: 
1. Memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat dan petugas 
pelaporan keuangan pada unit akuntansi atau satuan kerja di 
lingkungan Kemendikbud. 
2. Memberikan kesamaan kebijakan terhadap beberapa transaksi 
yang berpengaruh kepada penyajian laporan keuanga. 
3. Meningkatkan kompetensi pegawai Kemendikbud khususnya 
dalam memahami kebijakan yang berlaku. 
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendikbud. 
Yang dilakukan dalam rapat ini adalah memeriksa apakah 
penulisan kata yang digunakan dalam pedoman sudah sesuai dengan 
ejaan yang disempurnakan dan juga melakukan perubahan pada 
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beberapa undang-undang dan jurnal bila memang terdapat perubahan. 
Dalam rapat ini praktikan diberikan tugas sebagai operator, sehingga 
bila terjadi perubahan praktikan akan mengganti langsung perubahan 
tersebut. 
Adapun terdapat perubahan pada pedoman penyusunan laporan 
keuangan berdasarkan SAP terhadap hibah yaitu: 
1. Pengertian hibah yang semulanya adalah hibah berupa pemberian 
uang, barang, atau jasa  berubah menjadi hibah berupa uang uang, 
barang/jasa, dan surat berharga. 
2. Adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 
191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah menjadi 
PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang administrasi pengelolaan 
hibah. 
3. Perubahan PMK No. 230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi 
hibah berubah menjadi PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang 
sistem akuntansi dan pelaporan hibah. 
Dalam rapat ini tidak hanya dihadiri oleh pegawai yang ada di 
dalam unit Akuntansi dan Pelaporan keuangan, namun juga dihadiri oleh 
perwakilan dari Kemenkeu. Seperti dalam rapat pembahasan revisi 
pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP terhadap 
hibah yang dihadiri oleh Ibu Hesti dan Pak Cahyo.  




C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama masa PKL ini tentu Praktikan seringkali dihadapkan pada 
berbagai kendala yang baik keterbatasan diri, kelalaian pegawai lain ataupun 
sistem. Beberapa kendala tersebut adalah: 
1. Praktikan mengalami kesulitan untuk memahami istilah-istilah yang 
digunakan dalam lingkungan akuntansi pemerintahan. Banyaknya istilah 
yang belum diketahui sebelumnya sehingga menghambat komunikasi 
dengan pegawai yang bekerja pada lingkungan APK. 
2. Praktikan belum memahami tahapan yang harus dilakukan untuk 
melakukan upload pada SAIBA dan juga cara untuk melakukan E-
Rekon sehingga menghambat pekerjaan praktikan. 
3. Sering kali terjadinya masalah pada internet saat menginput data di 
SAIBA maupun saat melakukan rekonsiliasi. Terhambatnya internet 
membuat praktikan harus memulai dari awal step yang dilakukan 
sehingga memperlambat waktu bekerja. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setiap kendala yang dihadapi pasti memiliki solusi untuk 
mengatasinya, berikut solusi yang dilakukan Praktikan untuk meminimalisir 
masalah yang dihadapi: 
1. Praktikan melakukan pembelajaran mandiri terkait istilah-istilah yang 
digunakan dalam lingkungan akuntansi pemerintahan agar mampu 
menunjang kinerja diri, bertanya dengan pegawai juga menjadi salah 
satu usaha Praktikan untuk paham istilah-istilah yang digunakan. 
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2. Praktikan bertanya dahulu kepada pembimbing bagaimana langkah-
langkah yang harus dilakukan dalam menginput data-data ke dalam 
SAIBA dan e-Rekon. 
3. Praktikan menanyakan dahulu kepada pegawai untuk dapat mengakses 
jaringan internet khusus untuk melakukan input pada SAIBA, e-Rekon, 
maupun aplikasi lainnya. 
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BAB VI 
PENUTUP   
A. Kesimpulan  
Praktikan menjalani PKL di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan II, praktikan dapat mengambil kesimpulan bahwa 
praktikan mendapatkan kesempatan untuk memahami lingkup Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, 
pemantauan, dan pengendalian melalui pelaksanaan kerja yang dilaksanakan 
langsung oleh praktikan melalui proses penginputan SP2D pada aplikasi 
SAIBA dan e-Rekon, monitoring laporan keuangan melalui aplikasi MoLK, 
materi yang diberikan, hingga mengikuti jalannya revisi terhadap pedoman 
seperti hibah pada lingkungan Kemendikbud. 
Selama melakukan PKL, praktikan mendapatkan berbagai pengalaman 
yang nyata dalam lingkungan kerja. Beberapa hal yang berguna bagi praktikan 
setelah melakukan PKL tersebut adalah: 
1. Meningkatnya pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan 
yang terjadi dalam pemerintahan pada khususnya di Kementerian 




2. Praktikan menambah pengetahuan pada aplikasi yang digunakan seperti 
SAIBA, e- Rekon, dan MoLK. 
3. Dengan dilakukannya PKL ini pratikan merasakan manfaat seperti 
memperluasnya relasi dan belajar bekerjasama dalam lingkaran tim 
yang cukup besar. 
4. PKL ini dapat menjadi ukuran bagi praktikan dalam hal apa saja yang 
harus ditingkatkan dalam mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia 
kerja. 
B. Saran 
Praktikan menyadari selama menjalankan pelaksanaan PKL masih 
terdapat banyak kekurangan. Maka praktikan mencoba menyampaikan saran-
saran yang bisa menjadi pemacu  yang baik untuk seluruh pihak-pihak terkait, 
yaitu: 
1. Bagi Praktikan Lain 
a. Aktif dalam bertanya tentang PKL kepada dosen, teman, atau kakak 
kelas agar dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan sebelum 
dan saat pkl dijalani. 
b. Mencari tempat PKL sejak jauh-jauh hari dan usahakan sudah 
mengetahui latar belakang dari tempat tersebut agar dapat 
mengetahui apakah tempat tersebut dapat menerima mahasiswa 
PKL sesuai bidang pada perkuliahannya. 
c. Menambah wawasan dalam menjalankan PKL, sehingga siap untuk 
melakukan pekerjaan yang akan diberikan. 
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d. Menerapkan etika kerja dan bangun hubungan baik dengan pegawai 
agar jika kita mengahadapi masalah dapat dibantu 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Memberikan arahan lebih baik sejak jauh hari sebelum masa PKL 
dimulai agar mahasiswa dapat dengan jelas memberikan tanggal 
pasti untuk menjalani PKL. 
b. Ada baiknya dosen pembimbing PKL diberikan sebelum masa PKL 
dimulai, sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi bila mengalami 
masalah. 
c. Menjalin hubungan kerjasama kepada beberapa perusahaan atau 
instansi, agar memudahkan  mahasiswa dalam mencari perusahaan 
untuk melaksanakan PKL. 
d. Melakukan update rutin materi pembelajaran pada khususnya 
tentang sistem akutansi yang terus berkembang. 
3. Bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 
a. Diharapkan jaringan internet diperbaiki sehingga tidak menunggu 
lama untuk melakukan pekerjaan. 
b. Diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan Universitas 
Negeri Jakarta untuk mempermudah rekomendasi untuk PKL pada 
instansi tersebut bagi mahasiswa selanjutnya. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 7 :  Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan 







































































































Lampiran 15 : Kartu Konsultasi Bimbingan 
 
